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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus terjadinya tindak pidana 
penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, untuk mengetahui 
dan menganalisis penyidikan pada perkara penggelapan mobil Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di 
Polres Pati, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan menemukan solusi dalam proses 
penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor 
BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 
dengan spesifikasi studi kasus penggelapan mobil di Kabupaten Pati. 
Data dikumpulkan dari dokumen berkas perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim untuk kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa modus tindak pidana penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental. Tindak 
pidana penggelapan dilakukan oleh oknum karyawan swasta yang merental mobil dengan alasan 
untuk besuk keluarganya yang sakit di Semarang bersama rombongan kantor, selama satu hari.  
Penyidikan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/16/VII/Jateng/Res Pt/Sek.Pati 
Kota tanggal 23 Juli 2017. Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan, namun sudah dilakukan 
penyitaan satu unit kbm Daihatsu, yang disewa oleh tersangka. Dalam melakukan penyidikan tidak 
didapatkan kendala-kendala yang berarti sehingga penyidikan berjalan lancar, sesuai dengan target 
yang direncanakan.  
Kata kunci : penegakan hukum pidana, penggelapan mobil 
ABSTRACT 
The aim of this research is to know and analyze the mode of the crime of embezzlement of car in the 
case of BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati to know and analyze the investigation on car fraud 
case BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati, as well as to know and analyze obstacles and find 
solution in law enforcement process to perpetrator of crime of embezzlement of car in case of No. BP / 
05 / VIII / 2017 / Reskrim at Polres Pati. This research uses normative juridical approach with case 
study of car embezzlement in Pati Regency. 
Data were collected from case document No. BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim to be analyzed by using 
qualitative analysis, to be concluded. The results showed that the mode of crime of embezzlement of 
cars done by way of rental. The criminal act of embezzlement was done by private employees who 
razed the car on the grounds of their ill family's family in Semarang with an office entourage, for one 
day. 
The investigation of the case was based on the police report No. LP / B / 16 / VII / Jateng / Res Pt / 
Sek.Pati Kota dated July 23, 2017. In this case no search was made, but the seizure of one unit of 
Daihatsu kbm, hired by the suspect . In conducting the investigation there were no significant 
constraints so the investigation went smoothly, in accordance with the planned target. 
Keywords: criminal law enforcement, car embezzlement 




Kasus penggelapan mobil dapat terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pati. Kasus 
penggelapan seperti ini, terjadi seiring berkembangnya jasa rental mobil. Peluang bisnis di bidang 
penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh 
seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia. Dari data 
yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 
415.000 unit merupakan mobil sewaan.1 Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan 
kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia termasuk salah satunya di Kabupaten Pati. 
Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh 
jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan 
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak 
pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh 
pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil 
yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan 
secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di Kabupaten Pati yang bisa dikategorikan sebagai daerah 
yang tidak cukup besar.  
Salah satu contoh kasus penggelapan kendaraan milik rental yang terjadi cukup menarik 
perhatian masyarakat adalah penggelapan 42 mobil di wilayah hukum Polres Kudus. Pelaku yang 
merupakan warga Jepara tersebut menurut laporan korban, menyewa tiga unit mobil miliknya dengan 
jangka waktu sewa satu bulan. Namun ketika masa jatuh tempo tiba, alih-alih mengembalikan mobil, 
tersangka justru menggadaikan mobil tersebut untuk kemudian menyewa mobil lainnya.2  
Dari pengungkapan kasus penggelapan tiga unit mobil tersebut, kemudian polisi juga 
mengungkap kasus serupa yang jumlah mobilnya diperkirakan mencapai 42 mobil dari berbagai merek 
dan tipe dengan dominan Honda Brio. Sebagian uang hasil gadai mobil digunakan pelaku untuk 
membayar biaya sewa kendaraan lain yang juga digelapkan yang totalnya mencapai Rp 200 juta per 
bulannya. Sedangkan sebagian yang lain ada yang digunakan merenovasi rumah. Dari kasus tersebut 
bisa dilihat bahwa pemilik usaha rental mobil rentan untuk menjadi korban kejahatan yang mana 
bahkan dalam kasus di atas dilakukan oleh para penjahat professional.  
Hal serupa meskipun belum skala besar juga pernah terjadi di wilayah hukum Polres Pati. Pelaku 
awalnya menyewa mobil milik korban pada 17 Juli 2017 untuk jangka waktu satu hari, untuk kegiatan 
di Semarang. Yakni sampai dengan 18 Juli 2017. Namun kemudian, pelaku beralasan memperpanjang 
sewa. Setelah itu, korban berusaha menghubungi pelaku agar segera mengembalikan mobil yang telah 
disewa, namun pelaku hanya memberikan janji-janji saja. Merasa curiga dengan pelaku, kemudian 
korban berusaha mencari informasi mengetahui keberadaan mobilnya, dan diketahui bahwa mobilnya 
telah dipindah-tangankan kepada orang lain. Kemudian, korban melaporkan kejadian tersebut ke 
Polsek Pati.3 
                                                             
1 Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan, 24 Mei 2013, http://www.tempo.co/read/ 
news/2013/05/24/090483009/Bisnis-Penyewaan-Mobil-Makin-Menjanjikan, diakses tanggal 27 November 2017. 
2 Pelaku Penggelapan 42 Mobil Rental Dicokok. 20 Maret 2017, http://www.solopos.com/2017/04/20/penipuan-kudus-
pelaku-penggelapan-42-mobil-rental-dicokok-811177, diakses tanggal 28 November 2017.  
3 Polsek Pati Bekuk Pelaku Penggelapan Mobil, 7 Juli 2017, http://www.sekitarpantura.com/2017/07/ polsek-pati-bekuk-
pelaku-penggelapan.html, diakses tanggal 28 November 2017. 
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Walaupun tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental ini masih jarang 
terjadi, namun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha rental mobil apabila 
tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak penegak hukum. Jika dibiarkan maka akan 
berujung pada berkurangnya kepercayaan pemilik rental mobil kepada masyarakat yang pada akhirnya 
malah akan merugikan masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental 
kendaraan, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Pati.  
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, layak kiranya untuk dilakukan penelitian tentang 
kasus penggelapan mobil yang terjadi di Kabupaten Pati. Sejalan dengan permasalahan yang hendak 
diteliti maka topik penelitian yang diambil adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana penggelapan mobil di Polres Pati dengan tujuan mengetahui mengetahui dan menganalisis 
modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di 
Polres Pati, mengetahui dan menganalisis penyidikan pada perkara penggelapan mobil Nomor 
BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan 
menemukan solusi dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penggelapan mobil 
pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati.  
Metode Penelitian  
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (field 
research), yaitu penelitian untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
kenyataan di masyarakat.4 Penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata 
yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data 
yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 
masalah yang pada akhirnya menuu pada penyelesaian masalah.  
Dalam menyusun penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu 
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari apa yang diperoleh secara tertulis 
agar data-data itu dapat diteliti dan dipelajari untuk menganalisis obyek penelitian yang utuh secara 
mendalam dan komprehesif. Sehingga pada akhirnya dapat mengerti serta memahami aspek-aspek 
yang menjadi obyek penelitian.5 
Sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, 
menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis penerapan pasal 
372 KUHP tentang penggelapan, terutama berkaitan dengan penggelapan mobil. Menurut Soerjono 
Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.6 
Dalam menyusun penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan 
permasalahan yang akan dibahas.7 Dalam penelitian ini sumber data primer diperolah dari berkas 
perkara di Polres Pati nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim tentang penggelapan mobil rental. Dan data 
sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan 
mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
                                                             
4 Suharsimi Arikunto, Ibid, hlm. 126. 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 109. 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 10.  
7
 Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30. 
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dengan obyek penelitian. Baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier.8 
Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumenter untuk 
mengumpulkan data tindak pidana penggelapan mobil dari berkas perkara nomor 
BP/05/VIII/2017/Reskrim. Dengan menelaah dokumen diharapkan dapat diperoleh data yang 
memadai dalam menjawab masalah modus tindak pidana penggelapan mobil, proses penyidikan dan 
kendala-kendala dan solusinya. Guna melengkapi teknik dokumentasi diperlukan pula metode 
wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada informan yang dipandang cukup mengetahui 
permasalahan yang sedang diteliti. Demikian pula metoda observasi untuk melengkapi dan 
memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan, baik melalui teknik dokumenter maupun 
wawancara sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.  
Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan 
sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, 
hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah 
peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang 
relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab 
masalah penelitian. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik 
penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data atau bahan 
hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk 
pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Dalam penelitian ini teknik analisis dipilih untuk membuat 
inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistemik dan obyekti karakteristik khusus ke dalam 
sebuah teknik.9 Penelitian juga mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, 
mengidentifikasinya, dan mengkompilasi bahan hukum-bahan hukum terkait putusan pengadilan 
terkait tindak pidana penggelapan mobil sesuai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konsep Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 KUHP  
Istilah “tindak pidana” oleh para pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang 
berasal dari bahasa latin delictum atau delicta. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
strafbaarfeit, terdiri dari straf berarti “hukum”, baar berarti “dapat” atau “boleh” dan fait berarti 
“peristiwa”. Oleh para ahli hukum pidana digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang 
masing-masing.10 
Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni 
dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (onder zich hebben) secara lain daripada 
dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur memiliki barang dengan melanggar hukum sudah cukup 
dibahas pada tindak pidana pencurian.11 
                                                             
8 Soerjono Soekanto, 1986, Op. Cit, hlm. 41.  
9 Soerjono Soekamto, loc.cit, hlm. 22.  
10 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 88. 
11
 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta, PT Refika Aditama, 2003, hlm. 31. 
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Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada 
dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik 
dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. 
Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang 
dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang. 
Kata tindak pidana yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia ada bermacam-
macam, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal dan tindak pidana.12 Dari 
pengertian tersebut, ada beberapa ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi 
terhadap pengertian tindak pidana ini. Menurut P.A.F. Lamintang,13 pengertian tindak pidana 
(straftbaar feit) dari para ahli yaitu: 
a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya 
tertib hukum dan kepentingan umum. 
b. Vos : Suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang diancam hukuman.  
c.  Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak pidana. Menurut wujud aslinya 
atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga 
merugikan masyaraka dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata 
dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik.  
d. R. Tresna : Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan 
diadakan tindakan penghukuman.  
e. Rusli Effendy : Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut untuk itu, ia disebut dengan peristiwa pidana atau 
tindak pidana.  
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu 
Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya : 
a. Pasal 372 
”Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan 
hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam 
puluh rupiah”.  
b. Pasal 373 
”Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan 
harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya 15 kali 
enam puluh rupiah”. 
c. Pasal 374 
                                                             
12 Anhar, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Berlanjut, jurnal 
ilmu hukum legal opinion, edisi 1, Volume 2, 2014, hlm. 2. 
13
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.  
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”Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri 
atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara 
selama- lamanya lima tahun”. 
d. Pasal 375 
”Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, 
pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan 
terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. 
e. Pasal 376 
”Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”. 
Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut di atas, maka tindak pidana penggelapan dapat 
digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 
a. Penggelapan dalam bentuk pokok 
Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan 
sesorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya 
atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan 
barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 
b. Penggelapan ringan 
Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu 
kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap 
ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan 
bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan 
unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus. 
c. Penggelapan dengan pemberatan 
Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “gequalifierde verduistering” 
tersebut diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
d. Penggelapan sebagai delik aduan 
Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 
ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan 
keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota 
keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya 
dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena 
kejahatan penggelapan. 
e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya 
Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang 
mengatur mengenai apa yang disebut ”ambtsmisdrijven” atau kejahatan jabatan. Penggelapan 
yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannnya disebut penggelapan jabatan. 
Tindak pidana yang tercantun di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 
tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 
ditambah bagian inti lain. Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam 
tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau vermogensdelicten sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas.  
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Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan 
kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan 
kepada orang yang menggelapkan itu.14 
Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah 
hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan 
kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia 
lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang 
lebih besar itu. Hubungan kerja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri 
(ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang 
karyawan/pelayan dengan majikannya.15 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai 
unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur subjektif :  
1) Dengan sengaja (opzettelijk) 
Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam 
doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) 
dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari 
kesengajaan. Dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting),16 ada sedikit keterangan tentang 
opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai 
menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut 
ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki 
mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa 
menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.  
Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak 
pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu 
kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur 
tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari 
akan akibat yang timbul dari perbuatan.  
Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur 
kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua 
unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang 
perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan oleh pelaku tindak pidana.  
2) Melawan hukum (wederrechttelijik). 
Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan 
hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materiil 
(bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, 
                                                             
14 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 107. 
15 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 86. 
16 MvT = Memori Penjelasan. Penjelasan atas rencana undang-undang pidana (W.v.S.), yang diserahkan oleh Menteri 
Kehakiman (Belanda) bersama dengan rencana UU itu kepada Tweede Kamer (Parlemen Belanda). M.v.T. ini selalu disebut 
sebagai dasar hukum, sebab nama KUHP adalah sebutan lain dari W.v.S (Wetboek van Starfrecht) untuk Hindia Belanda ( 
Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 jo UU 73 thn 1958). 
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penting diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan 
hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.17 
b. Unsur-unsur objektif : 
1) Perbuatan memiliki (zicht toe.igenen) 
Perbuatan memiliki (zicht toe.igenen) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, 
menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku 
sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Februari 1958 Nomor 308 
K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan zicht toe.igenenn dalam bahasa Indonesia belum ada 
terjemahannya resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil 
atau memiliki.18  
Pengertian “memiliki” pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada 
pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur 
subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, 
memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam 
penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur 
memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. 
Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, 
maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan 
sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.  
Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, 
menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah 
tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda 
tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda 
objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi 
sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud 
perbuatan memiliki. 
2) Suatu benda (eenig goed) 
Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda 
yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada 
benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek 
pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik 
selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian 
luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga 
akhirnya dapat menjadi objek pencurian).  
Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan 
langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak 
melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus 
melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan 
bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-
benda tetap. 
                                                             
17 Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 171. 
18 Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2 Oktober 2013, https://putusan. mahkamahagung.go.id/putusan/ 
downloadpdf/e2c9b724ea0a45c109e88fb93b41c1ce/pdf, diakses tanggal 30 November 2017.  
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3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya 
tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara 
adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik 
orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek 
penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi 
objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, 
melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.  
4) Berada padanya bukan karena kejahatan. 
Di sini terdapat dua unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena 
kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas dengan jelas. Suatu 
benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan 
yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap 
benda tersebut ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan 
perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjualnya, 
menghibahkannya, menukarkannya, menyewakannya dan lain sebagainya. Untuk melakukan 
perbuatan tersebut, ia dapat melaksanakannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu 
(perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).19 
Dari hasil penelitian, modus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kabupaten Pati 
berdasarkan berkas perkara Nomor BP/05/VIII/2017/RESKRIM adalah oknum pelaku tindak pidana, 
pula-pula rental mobil untuk kepentingan besuk di Semarang tetapi kemudian mobil tidak 
dikembalikan dan bermaksud digadaikan kepada orang lain.  
Dalam rangka, penegakan hukum pidana, perlu menelaah pendapat para ahli, termasuk kasus 
pidana penggelapan mobil dalam penelitian ini. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, semua pihak 
terutama kalangan masyarakat hukum perlu memikirkan dan memperjuangkan suatu reformasi di 
bidang penegakan hukum.20 Penegakan hukum yang dimaksud diberi makna yang lebih luas, tidak 
hanya menyangkut pelaksanaan hukum (Law Enforcement) tetapi juga termasuk langkah-langkah 
preventif semisal pembuatan undang-undang (legislasi) dan sosialisasinya. Menurut Andi Hamzah, 
istilah penegakan hukum sering disalah-artikan seakan-akan hanya merupakan domain hukum pidana 
yang bersifat represif saja (pro justitia).21 
Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum meliputi represif dan preventif.22 Terbaru 
penegakan hukum juga meliputi restoratif atau rehabilitatif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan 
istilah Belanda rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah inggris law enforcement yang berarti 
bermakna represif. Sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasi dan petunjuk 
disebut law compliance disebut pemenuhan atau penataan hukum. 
Sudarto mengartikan penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-
perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan 
melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrech in potentie).23 Sedangkan menurut Satjipto 
                                                             
19 Pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 171. 
20 Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, BP UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 49. 
21 Andi Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Unviersitas 
Trisakti, Jakarta, 1998, hlm. 2. 
22 Ibid, hlm. 2 
23
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111. 
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Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep 
menjadi kenyataan.24  
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum 
menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum tidak lain ialah pikiran-pikiran badan 
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Diskusi mengenai 
proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran 
pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan 
bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. 
Adapun menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum 
terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
mantap dan mengejawantah dan sikap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup.25  
Gangguan penegakan hukum terkadang juga terjadi. Apabila ada ketidakserasian antara 
“tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi antara nilai-nilai yang 
berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur serta pola perilaku tidak 
terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa 
penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang. Namun demikianlah 
kenyataannya di Indonesia law enforcement begitu populer. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan 
dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 
sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 
menjalankan atau menegakkan aturan hukum.  
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya 
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum 
berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 
aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 
Dalam konteks penegakan hukum pidana penggelapan mobil di Kabupaten Pati telah dilakukan 
langkah awal berupa penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 
LP/B/16/VII/2017/Jateng/Res Pt/Sek. Pati Kota tanggal 23 Juli 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : 
SP.Sidik/07/VII/2017/Reskrim, tanggal 24 Juli 2017, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 
Nomor : SPDP/06/VII/2017/Reskrim, tanggal 28 Juli 2017. Hasil penyidikan telah dilakukan penyitaan 
satu unit kendaraan bermotor merek Daihatsu Xenia tanpa penggeledahan.  
Dalam proses penyelidikan tidak terjadi kendala yang berarti. Penyidikan berjalan sesuai dengan 
rencana sehingga dapat terlaksana dengan efektif. Tidak ada kendala, baik secara yuridis maupun 
sosiologis. 
                                                             
24 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 
1983, hlm. 24 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Jakarta, 1983, hlm 2. 
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SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa :  
1. Modus tindak pidana penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental. Tindak pidana penggelapan 
dilakukan oleh oknum karyawan swasta yang merental mobil dengan alasan untuk besuk 
keluarganya yang sakit di Semarang bersama rombongan kantor, selama satu hari. Namun 
kemudian, mobil tidak dikembalikan tetapi hendak digadaikan kepada orang lain.  
2. Penyidikan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/16/VII/Jateng/Res 
Pt/Sek.Pati Kota tanggal 23 Juli 2017. Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan, namun 
sudah dilakukan penyitaan satu unit kbm Daihatsu Xenia, yang disewa oleh tersangka.  
3. Dalam melakukan penyidikan tidak didapatkan kendala-kendala yang berarti sehingga penyidikan 
berjalan lancar, sesuai dengan target yang ditentukan.   
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